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Abstrak—Studi ini meneliti integrasi Maqasid al-syari‘ah dalam sistem perpajakan nasional Indonesia sebagai kerangka kerja untuk
mengevaluasi keadilan fiskal dan kesejahteraan umum. Studi-studi sebelumnya umumnya membahas perpajakan dari perspektif
keuangan publik, administrasi pajak, atau hukum Islam normatif. Sebaliknya, studi ini menempatkan Maqasid al-syari‘ah sebagai
kerangka analitis untuk menilai orientasi etika dan legitimasi sosial kebijakan fiskal kontemporer. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan menggunakan riset pustaka. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer tentang Maqasid al-
syarT‘ah, ekonomi Islam, studi perpajakan, dan dokumen kebijakan fiskal Indonesia, termasuk peraturan pajak dan kebijakan anggaran
negara (APBN). Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan
perpajakan dan lima tujuan utama Maqasid al-syari‘ah (al-darfiriyyat al-khamsah), yaitu perlindungan agama, kehidupan, akal budi,
keturunan, dan kekayaan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem perpajakan Indonesia secara substansial mencerminkan
beberapa dimensi maqasid, khususnya melalui kebijakan fiskal redistributif seperti pajak progresif, pengeluaran publik untuk
pendidikan dan kesehatan, serta program kesejahteraan sosial. Namun, integrasi nilai-nilai maqasid dalam kebijakan fiskal sebagian
besar masih bersifat implisit dan belum secara teratur dimasukkan ke dalam landasan konseptual peraturan perpajakan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih didominasi oleh orientasi pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi administrasi daripada
keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Studi ini memberikan perspektif konseptual dengan memposisikan Maqasid al-syari‘ah
bukan hanya sebagai doktrin Islam normatif, tetapi sebagai kerangka analitis kritis untuk mengevaluasi sistem perpajakan modern.
Studi ini juga menawarkan pendekatan alternatif untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih adil, berorientasi pada
kesejahteraan, etis, dan bertanggung jawab secara social.

Kata kunci: Maqasid al-syari‘ah; Keadilan Fiskal; Kebijakan Pajak Nasional; Kesejahteraan Publik; Ekonomi Islam

Abstract—This study examines the integration of Maqasid al-syari‘ah within Indonesia’s national taxation system as a framework for
evaluating fiscal justice and public welfare. Previous studies generally discuss taxation from the perspectives of public finance, tax
administration, or normative Islamic law. In contrast, this study positions Maqasid al-syari‘ah as an analytical framework for assessing
the ethical orientation and social legitimacy of contemporary fiscal policy. This research employs a qualitative approach using library
research. Data were obtained from classical and contemporary literature on Maqasid al-syari‘ah , Islamic economics, taxation studies,
and Indonesian fiscal policy documents, including tax regulations and state budget policies (APBN). Data analysis was conducted
using qualitative content analysis to identify the relationship between taxation policies and the five essential objectives of Maqasid al-
syarT‘ah (al-dariiriyyat al-khamsah), namely the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The findings reveal that
Indonesia’s taxation system substantively reflects several maqasid dimensions, particularly through redistributive fiscal policies such
as progressive taxation, public expenditure on education and healthcare, and social welfare programs. However, the integration of
maqasid values in fiscal policy remains largely implicit and has not yet been systematically incorporated into the conceptual foundation
of taxation regulations. This condition indicates that fiscal policy is still predominantly oriented toward revenue optimization and
administrative efficiency rather than distributive justice and social welfare. This study contributes a conceptual perspective by
positioning Maqasid al-syari‘ah not merely as a normative Islamic doctrine, but as a critical analytical framework for evaluating
modern taxation systems. The study also offers an alternative approach for developing fiscal policies that are more equitable, welfare-
oriented, ethically legitimate, and socially accountable.
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1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber
penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk
membiayai berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program perlindungan
sosial yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Vidya, 2025). Selain itu, kebijakan fiskal
memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan keadilan
distribusi melalui berbagai bentuk intervensi pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Darniati et al.,
2026). Oleh karena itu, perpajakan tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif penghimpunan
pendapatan negara, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan
kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, sistem perpajakan nasional masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan
persepsi keadilan, legitimasi moral, dan distribusi manfaat pajak di tengah masyarakat. Kajian perpajakan selama ini lebih
banyak berkembang dalam perspektif ekonomi publik dan administrasi fiskal yang berorientasi pada optimalisasi
penerimaan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengelolaan fiskal (Ni’ami & Hamidah, 2023).
Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dimensi etika dan kemaslahatan yang menjadi dasar
legitimasi sosial suatu kebijakan perpajakan. Akibatnya, pajak sering dipandang hanya sebagai kewajiban finansial
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masyarakat kepada negara, bukan sebagai instrumen kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kondisi tersebut
turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya (Amir & Rahman, 2025) Dalam konteks ini, reformasi perpajakan modern perlu
mempertimbangkan dimensi etika dan nilai-nilai syariah agar kebijakan fiskal memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat
(Hanum & Rahmawati, 2025)

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari peningkatan penerimaan
negara, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Salah satu kerangka konseptual yang
relevan adalah Magqasid al-syari‘ah, yaitu konsep yang menempatkan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa
(hifz al-nafs), akal (hifz al-'agl), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan utama syariat. Kerangka
tersebut memungkinkan kebijakan perpajakan dianalisis tidak hanya berdasarkan legalitas formal dan efektivitas
ekonomi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan distributif, perlindungan
sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Darniati et al., 2026) Bahkan, Maqasid al-syari‘ah kini
berkembang sebagai paradigma dalam mengevaluasi kebijakan publik agar lebih berorientasi pada keadilan sosial dan
kemaslahatan masyarakat (Jasmin et al., 2025)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara perpajakan dan nilai-nilai Islam melalui berbagai
perspektif. Penelitian membahas hubungan normatif antara zakat dan pajak dalam hukum Islam beserta implikasinya
terhadap keluarga Muslim (Subhan, 2025). Integrasi konseptual zakat dan pajak dalam kerangka negara kesejahteraan
telah dikaji melalui telaah literatur kebijakan fiskal Indonesia. Selain itu, nilai-nilai etika syariah juga mulai dikaji dalam
konteks reformasi perpajakan digital, sementara rekonstruksi konseptual kebijakan fiskal Islam menunjukkan
relevansinya terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Kajian lain juga membahas legitimasi kebijakan fiskal
melalui perspektif ketaatan kepada pemimpin dalam kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Azwar et al.,
2026; Hanum & Rahmawati, 2025; Nawawi et al., 2024; Rizka et al., 2026). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan
bahwa kajian perpajakan dalam perspektif Islam telah berkembang dari aspek normatif menuju pembahasan kebijakan
fiskal. Namun, kajian-kajian tersebut masih bersifat parsial sesuai dengan fokus masing-masing penelitian dan belum
memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan perpajakan nasional berbasis Magasid al-syart ‘ah.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan konseptual (research gap) dalam literatur yang ada.
Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada hubungan normatif zakat dan pajak, legitimasi hukum pemungutan
pajak, etika perpajakan, maupun reformasi administrasi fiskal. Hingga saat ini masih relatif sedikit penelitian yang secara
sistematis menggunakan Maqgadasid al-syari‘ah sebagai kerangka evaluatif (analytical framework) dalam menilai orientasi
kebijakan perpajakan nasional. Padahal, pendekatan tersebut berpotensi memberikan perspektif yang lebih komprehensif
dalam mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan mampu mewujudkan keadilan distributif, perlindungan sosial,
pemerataan pembangunan, dan kemaslahatan publik berdasarkan lima tujuan pokok syariat (al-dariiriyyat al-khamsah).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan perpajakan nasional menggunakan
kerangka Magasid al-syari‘ah melalui pendekatan magasid-based fiscal assessment. Pendekatan ini memetakan
keterkaitan kebijakan perpajakan nasional dengan lima dimensi utama Magqasid al-syart‘ah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs,
hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek
normatif, yuridis, maupun hubungan institusional antara zakat dan pajak, artikel ini menempatkan Magqasid al-syari‘ah
sebagai instrumen evaluasi terhadap orientasi kebijakan fiskal modern. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan
rekonstruksi kebijakan fiskal Islam yang menempatkan keadilan distributif dan kemaslahatan publik sebagai orientasi
utama pengelolaan ekonomi negara (Azwar et al., 2026)

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan
magqasid-based fiscal assessment, yaitu penggunaan Magqdasid al-syari‘ah sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis
orientasi kebijakan perpajakan nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legalitas,
kepatuhan, atau hubungan zakat dan pajak, penelitian ini memetakan keterkaitan kebijakan perpajakan dengan lima
dimensi Magasid al-syart‘ah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) sehingga menawarkan
perspektif yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi keadilan distributif, perlindungan sosial, dan kemaslahatan
publik sebagai tujuan kebijakan fiskal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan ekonomi
Islam, khususnya dalam memperluas penggunaan Magasid al-syari‘ah dari kajian normatif menuju kerangka evaluasi
kebijakan publik. Selain itu, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa model analisis yang dapat digunakan
untuk menilai kesesuaian kebijakan perpajakan nasional dengan tujuan pokok syariat, sehingga memperkaya literatur
mengenai kebijakan fiskal Islam sekaligus memberikan perspektif alternatif dalam evaluasi sistem perpajakan modern
yang berorientasi pada keadilan fiskal, legitimasi moral, dan kemaslahatan publik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian
kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena secara mendalam
berdasarkan makna, konteks, serta berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data (Sugiyono, 2023). Dalam
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penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan
nilai-nilai Magqasid al-syari‘ah sebagai kerangka konseptual dalam menilai keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, teori, regulasi, dan kebijakan fiskal yang
dianalisis melalui berbagai sumber ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada
interpretasi terhadap kebijakan perpajakan nasional dalam perspektif Magasid al-syart‘ah

2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi dasar diperolehnya informasi yang diperlukan dalam
suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dapat berasal dari subjek atau objek yang memberikan informasi berkaitan
dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2023). Berdasarkan sumber perolehannya, data penelitian dapat dibedakan
menjadi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui
sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, literatur, laporan, dan berbagai hasil penelitian yang relevan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber
data meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan fiskal, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta berbagai literatur yang membahas Magasid al-syari‘ah dan
sistem perpajakan nasional. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya
dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan landasan konseptual dalam menganalisis hubungan antara
kebijakan perpajakan nasional dan nilai-nilai Magasid al-syart‘ah.

2.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk membatasi ruang lingkup kajian sehingga peneliti dapat
menentukan aspek-aspek utama yang akan diamati dan dianalisis berdasarkan fenomena yang diteliti. Penentuan fokus
penelitian juga membantu peneliti dalam memilih data yang relevan serta menghindari pembahasan yang terlalu luas.
(Sugiyono, 2023). Fokus penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai
Magqasid al-syari‘ah dalam perspektif keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat. Analisis diarahkan pada bagaimana
kebijakan perpajakan nasional merepresentasikan tujuan-tujuan pokok syariat (al-dardariyyat al-khamsah), yaitu
perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz
al-mal). Fokus kajian mencakup identifikasi instrumen kebijakan fiskal nasional, analisis tujuan kebijakan perpajakan,
pemetaan keterkaitannya dengan dimensi Magqasid al-syart‘ah, serta evaluasi tingkat kesesuaiannya sebagai kerangka
konseptual dalam mewujudkan keadilan fiskal, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan publik.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang
menjadi fokus dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai hubungan teori dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan teori yang
relevan dan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan arah dalam proses analisis penelitian.
(Sugiyono, 2023)

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan permasalahan bahwa kebijakan perpajakan nasional
tidak hanya berkaitan dengan aspek penerimaan negara, tetapi juga memiliki dimensi keadilan, distribusi kesejahteraan,
dan legitimasi sosial. Pendekatan perpajakan yang selama ini dominan berorientasi pada aspek ekonomi dan administratif
dinilai belum sepenuhnya menjelaskan dimensi nilai dan kemaslahatan dalam kebijakan fiskal.

Analisis dilakukan dengan memetakan berbagai instrumen kebijakan perpajakan nasional, seperti sistem pajak
penghasilan, kebijakan fiskal dalam APBN, serta program pembiayaan layanan publik, ke dalam lima tujuan pokok
Magasid al-syart ‘ah (al-darariyyat al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal
(hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini menganalisis
apakah kebijakan perpajakan nasional telah berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan masyarakat, serta
keadilan distributif sesuai dengan tujuan utama syariat Islam. Seperti terlihat pada Gambar 1 berikut.

Maqasid al-syari‘ah

v

Analisis Kebijakan
Perpajakan Nasional

v

Pemetaan terhadap al-darariyyat al-khamsah
(hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aq|,
hifz al-nasl, hifz al-mal)

v

Evaluasi Keadilan Fiskal dan
Kemaslahatan Masyarakat

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
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Berdasarkan Gambar 1 pada kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa Magasid al-
syari‘ah tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga dapat digunakan sebagai
kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan
mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian sistem perpajakan nasional dengan prinsip-prinsip keadilan,
kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama Magqdasid al-syart‘ah.

2.5 Prosedur Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh
dari berbagai sumber, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesis, menyusun pola, memilih bagian yang penting untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga
mudah dipahami. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data
hingga tahap penyusunan hasil penelitian (Sugiyono, 2023).

Berdasarkan pendekatan tersebut, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui teknik
analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Prosedur analisis diawali dengan
mengumpulkan literatur berupa peraturan perundang-undangan perpajakan, dokumen kebijakan fiskal, buku, serta artikel
ilmiah yang membahas perpajakan dan Magqasid al-syari ‘ah. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data dengan memilih,
memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu keterkaitan kebijakan
perpajakan nasional dengan nilai-nilai Magasid al-syart‘ah.

Tahap berikutnya adalah melakukan kategorisasi data berdasarkan lima tujuan pokok Magasid al-syart‘ah (al-
darariyyat al-khamsah), yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Setiap kebijakan
perpajakan dianalisis untuk mengidentifikasi relevansinya terhadap masing-masing dimensi tersebut serta menilai sejauh
mana kebijakan fiskal mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan distributif, dan perlindungan sosial.

Pada tahap akhir, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan pendekatan magqasid-based fiscal assessment untuk
mengevaluasi orientasi kebijakan perpajakan nasional. Hasil interpretasi kemudian disintesiskan menjadi temuan
penelitian mengenai keterkaitan antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai Magasid al-syari‘ah, sekaligus
mengidentifikasi implikasi konseptual terhadap pengembangan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berorientasi
pada kemaslahatan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keterkaitan Substantif Sistem Perpajakan Nasional dengan Nilai-Nilai Maqdasid Al-Syari‘Ah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan substantif dengan nilai-nilai
Magqasid al-syari‘ah, terutama dalam aspek perlindungan kesejahteraan masyarakat, distribusi sumber daya, dan
penyediaan layanan publik. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan tidak hanya dapat dipahami
sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme kebijakan publik yang dapat dievaluasi berdasarkan
orientasi kemaslahatan (maslahah) dan keadilan sosial.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi melalui
pembiayaan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Fungsi
tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip Magqasid al-syari ‘ah, khususnya dalam menjaga kehidupan masyarakat (hifz
al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, legitimasi kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan
oleh aspek legalitas pemungutan, tetapi juga oleh sejauh mana penerimaan pajak memberikan manfaat sosial yang nyata
bagi masyarakat (Darniati et al., 2026)

Konsep Magqasid al-syari‘ah menempatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (al-
darariyyat al-khamsah), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan
harta (hifz al-mal), sebagai orientasi dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam konteks kebijakan
fiskal, prinsip tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya diarahkan pada pencapaian stabilitas
ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat (Ailicia et al., 2025). Berdasarkan kerangka tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa aspek
kebijakan perpajakan nasional telah mencerminkan nilai magasid, khususnya melalui fungsi redistribusi dan pembiayaan
layanan sosial. Namun, implementasinya masih bersifat parsial karena orientasi kebijakan fiskal lebih banyak diarahkan
pada pencapaian target penerimaan dibandingkan pembangunan sistem fiskal yang sepenuhnya berbasis keadilan sosial.

Salah satu temuan penting penelitian ini berkaitan dengan sistem pajak progresif dalam Pajak Penghasilan.
Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif karena kontribusi pajak disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam perspektif Magasid al-syart‘ah, sistem ini memiliki keterkaitan dengan AZifz al-
mal karena berupaya menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah akumulasi ekonomi yang berlebihan pada
kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen perpajakan dapat menjadi sarana pencapaian keadilan sosial
apabila dirancang berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kemampuan membayar (Nawawi et al., 2024)

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara orientasi ideal perpajakan dan praktik
implementasinya. Dominasi pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menunjukkan tantangan terhadap
prinsip keadilan distributif karena memiliki kecenderungan regresif terhadap kelompok masyarakat berpendapatan
rendah. Dalam perspektif Magasid al-syari‘ah, kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi hifz al-mal dan hifz al-nafs,
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karena peningkatan beban konsumsi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu diseimbangkan dengan mekanisme perlindungan sosial agar fungsi
redistribusi dapat berjalan lebih optimal (Khamidah & Mulyono, 2025).

Temuan ini mengisi kesenjangan (research gap) dalam kajian perpajakan Islam yang selama ini lebih banyak
berfokus pada aspek normatif, hubungan zakat dan pajak, atau administrasi fiskal, dengan masih terbatasnya penelitian
yang mengevaluasi orientasi kebijakan perpajakan nasional menggunakan kerangka Magqasid al-syari‘ah. Kebaruan
(novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan maqasid-based fiscal assessment yang memanfaatkan
lima dimensi Magqasid al-syart‘ah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kesesuaian kebijakan fiskal dengan prinsip
keadilan distributif, perlindungan sosial, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, Maqasid al-syari‘ah tidak hanya
menjadi dasar legitimasi normatif, tetapi juga instrumen analitis dalam mengevaluasi sistem perpajakan modern.

3.2 Integrasi Dimensi Magqagsid al-Syari‘ah dalam Sistem Perpajakan Nasional

Lima dimensi utama Magqasid al-syari ‘ah, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al- ‘aql),
keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), memiliki keterkaitan dengan berbagai fungsi perpajakan, seperti
pembiayaan layanan publik, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemerataan
pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pemetaan ini tidak hanya menggambarkan hubungan normatif antara maqasid
dan pajak, tetapi juga menjadi dasar analisis untuk mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan nasional telah
berorientasi pada keadilan fiskal dan kemaslahatan masyarakat. Hubungan antara dimensi tersebut disajikan dalam Tabel
1.

Tabel 1. Integrasi Dimensi Magqasid al-syart‘ah dalam Sistem Perpajakan Nasional

Dimensi Magasid

Relevansi dalam Kebijakan Perpajakan

Contoh Implementasi Kebijakan

Redistribusi kekayaan melalui mekanisme pajak

Hifz al-mal progresif dan kebijakan fiskal untuk mengurangi Sistem pajak progresif dalam Undang-
(perlindungan . . . . Undang Pajak  Penghasilan  dan
kesenjangan ekonomi serta menciptakan keadilan .. L
harta) S kebijakan fiskal redistributif.
distributif.
Pembiayaan layanan kesehatan publik dan Anggaran kesehatan nasional,
Hifz al-nafs penyediaan kebutuhan dasar masyarakat guna pembangunan rumah sakit, program
(perlindungan jiwa) meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan kesehatan masyarakat, dan fasilitas
sosial. layanan kesehatan publik.
Hifs al-‘aql Pembiayaan pendidikan dan pengembangan &rfll%z;agingsmshe?:}:li% gZLargerglljr}ii;
('pe'rlindungan akal) sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan tinggi, serta program peningkatan

Hifz al-nasl

kualitas intelektual masyarakat.

Penyediaan program jaminan sosial, perlindungan

kualitas SDM.

Program bantuan sosial, jaminan sosial

(perlindungan keluarga, dan bantuan sosial bagi kelompok nasional, dan perlindungan keluarga,
keturunan) masyarakat rentan.

Hifs al-din Penciptaan stabilitas sosial dan dukungan terhadap Pembiayaan layanan publik dan
(' e'rlin dunean kehidupan masyarakat yang harmonis melalui pembangunan sosial yang mendukung
a%ama) g penyediaan layanan publik dan pembangunan stabilitas dan kehidupan masyarakat

sosial.

yang tertib.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dipahami bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan yang cukup erat
dengan setiap dimensi Magasid al-syari‘ah melalui fungsi kebijakan fiskal yang berorientasi pada redistribusi
kesejahteraan dan penyediaan layanan publik. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya diposisikan
sebagai instrumen penghimpunan penerimaan negara (budgetair function), tetapi juga memiliki fungsi regulatif dan
distributif yang bertujuan mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah
memperoleh sumber pembiayaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti penyediaan layanan
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi
yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip
kebijakan fiskal dalam perspektif Islam yang menempatkan pengelolaan sumber daya negara sebagai instrumen untuk
menciptakan keadilan distribusi dan kemaslahatan sosial (Azwar et al., 2026)

Dalam perspektif Maqgasid al-syari‘ah, fungsi-fungsi tersebut mencerminkan adanya orientasi terhadap
kemaslahatan publik (maslahah ‘a@mmah). Kebijakan perpajakan tidak hanya dinilai dari besarnya penerimaan yang
berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana penerimaan tersebut mampu diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi
masyarakat. Pengelolaan fiskal yang berorientasi pada keadilan distribusi menjadi indikator penting dalam menilai
keberhasilan kebijakan negara, karena tujuan utama kebijakan publik dalam perspektif maqasid adalah mewujudkan
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Emilia et al., 2026). Oleh karena itu, keberhasilan
sistem perpajakan tidak hanya diukur melalui indikator fiskal, melainkan juga melalui kemampuannya dalam
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menciptakan keadilan distributif, mengurangi ketimpangan sosial, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta
menjaga stabilitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Relevansi Hifz al-Mal dalam Kebijakan Perpajakan

Dimensi hifz al-mal merupakan aspek yang paling dominan dalam hubungan antara sistem perpajakan nasional dan
Magqasid al-syart‘ah. Dalam perspektif syariat, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga hak
kepemilikan individu, tetapi juga mencakup pengaturan distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang
berlebihan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen redistribusi pendapatan
melalui mekanisme pemungutan pajak dan pengalokasian kembali penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat.
Prinsip tersebut sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya ekonomi dalam perspektif maqasid yang menekankan
keseimbangan antara hak individu, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan publik (Defilania et al., 2025)

Dalam sistem perpajakan Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dengan
tarif progresif. Semakin tinggi kemampuan ekonomi wajib pajak, semakin besar kontribusi yang diberikan kepada negara.
Mekanisme tersebut menunjukkan adanya prinsip ability to pay yang secara substantif selaras dengan konsep keadilan
distributif dalam Magasid al-syari‘ah. Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi
sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui pembiayaan berbagai program publik. Selain itu, penguatan
sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan transparansi,
akuntabilitas, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap pengelolaan harta publik
(Farras Mufida et al., 2025; Hanum & Rahmawati, 2025)

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Monzer Kahf yang menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen
distribusi kekayaan untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amir & Rahman, 2025)
Dalam perspektif Maqasid al-syari‘ah, pengelolaan sumber daya ekonomi oleh negara tidak hanya berorientasi pada
peningkatan penerimaan, tetapi juga harus diarahkan pada terciptanya kemanfaatan sosial, keadilan distribusi, dan
perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan ekonomi publik perlu
mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif melalui mekanisme distribusi
yang adil (Budiyarsih et al., 2023; Ikram et al., 2026). Dalam konteks perpajakan, pajak dan instrumen fiskal lainnya
dapat dipandang sebagai sarana ekonomi yang berfungsi mendukung pemerataan dan kemaslahatan masyarakat apabila
dikelola secara amanah dan berorientasi pada kepentingan publik (Kuliman et al., 2026). Dalam konteks ekonomi Islam,
pengelolaan harta publik juga menuntut adanya prinsip amanah, transparansi, dan orientasi kemanfaatan sosial agar
sumber daya yang dihimpun negara benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat (Affida et al., 2024).

Dengan demikian, kebijakan perpajakan nasional menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan dimensi hifz al-mal.
Namun, perlindungan harta dalam perspektif Magdasid al-syari‘ah tidak berhenti pada proses penghimpunan pajak,
melainkan juga ditentukan oleh sejauh mana hasil penerimaan negara dikembalikan kepada masyarakat secara adil,
transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya
diukur berdasarkan peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjaga keseimbangan
distribusi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

3.4 Relevansi Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al-Nasl, dan Hif; al-Din

Selain dimensi kifz al-mal, sistem perpajakan nasional juga memiliki keterkaitan dengan empat tujuan utama Maqasid al-
syari ‘ah lainnya, yaitu perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'agl), perlindungan keturunan (hifz al-
nasl), dan perlindungan agama (hifz al-din). Keterkaitan tersebut terlihat melalui fungsi alokasi dan distribusi kebijakan
fiskal yang memungkinkan negara menyediakan berbagai layanan publik dan program sosial bagi masyarakat.
Penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk
mendukung peningkatan kualitas hidup melalui pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta
pembangunan infrastruktur publik (Vidya, 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya negara
idealnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai bagian
dari tujuan syariat (Taufik et al., 2025)

1. Dimensi hifz al-nafs tercermin melalui pembiayaan sektor kesehatan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial yang
didanai dari penerimaan pajak. Kebijakan ini mendukung perlindungan jiwa dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, sejalan dengan tujuan Magasid al-syari‘ah (Vidya, 2025).

2. Dimensi hifz al-‘aql diwujudkan melalui pembiayaan pendidikan, beasiswa, peningkatan kualitas tenaga pendidik,
dan penelitian. Pemanfaatan pajak pada sektor ini berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas intelektual dan
kualitas sumber daya manusia (Vidya, 2025).

3. Dimensi hifz al-nasl terlihat pada dukungan terhadap kesejahteraan keluarga melalui program perlindungan sosial,
jaminan sosial, dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini berorientasi pada perlindungan generasi mendatang serta
memperkuat keadilan sosial, sejalan dengan fungsi sosial ekonomi Islam (Subhan, 2025).

4. Dimensi hifz al-din berkaitan secara tidak langsung dengan penciptaan stabilitas sosial melalui penyediaan layanan
publik dan pengurangan ketimpangan. Kondisi tersebut mendukung masyarakat dalam menjalankan kehidupan
beragama dan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh (Subhan, 2025).

Dengan demikian, sistem perpajakan nasional secara substantif memiliki hubungan dengan seluruh dimensi

Magqasid al-syari‘ah. Meskipun nilai-nilai maqasid belum secara eksplisit menjadi dasar formulasi regulasi perpajakan,

orientasi kebijakan fiskal yang mendukung layanan publik, perlindungan sosial, dan pemerataan kesejahteraan
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menunjukkan adanya kesesuaian dengan tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pendekatan Maqasid al-syari‘ah dapat
digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan perpajakan tidak hanya efektif dalam
menghimpun penerimaan negara, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

3.5 Implementasi Magqdasid al-Syari‘ah dalam Sistem Perpajakan Nasional Masih Bersifat Parsial

Meskipun sistem perpajakan nasional menunjukkan keterkaitan dengan nilai-nilai Magqasid al-syari ‘ah, implementasinya
masih bersifat parsial dan belum menjadi landasan filosofis utama dalam perumusan kebijakan fiskal. Kebijakan
perpajakan masih lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, efisiensi administrasi, dan stabilitas fiskal
daripada penguatan keadilan distributif. Hal ini tercermin dari dominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang cenderung
bersifat regresif sehingga berpotensi memberikan beban yang relatif lebih besar bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip hifz al-mal, khususnya keadilan distributif, belum sepenuhnya terwujud
dalam sistem perpajakan nasional, padahal dalam perspektif Magqasid al-syari ‘ah kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari
efektivitas penerimaan, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat
(Budiyarsih et al., 2023)

Selain aspek distribusi, tantangan lain dalam penerapan nilai magasid pada sistem perpajakan adalah bagaimana
memastikan bahwa instrumen fiskal benar-benar berfungsi sebagai sarana kesejahteraan sosial. Pajak dan instrumen
ekonomi lainnya pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial melalui mekanisme
redistribusi dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya publik
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar tidak hanya menghasilkan
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara kolektif (Kuliman et al., 2026).

Implementasi nilai Magasid al-syari‘ah juga masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepercayaan publik
terhadap pengelolaan pajak. Dalam perspektif maqasid, legitimasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas
pemungutan pajak, tetapi juga oleh transparansi, akuntabilitas, dan manfaat sosial yang dihasilkan. Ketika masyarakat
belum melihat hubungan yang kuat antara pajak yang dibayarkan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan
kesejahteraan, maka kepatuhan pajak cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bentuk
tanggung jawab sosial kolektif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal yang transparan dan berorientasi pada
kemaslahatan menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang selaras dengan prinsip Magqasid al-
syart‘ah (Amir & Rahman, 2025; Ikram et al., 2026)

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama sistem perpajakan nasional bukan hanya
terletak pada kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa
kebijakan fiskal mampu merepresentasikan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik. Pendekatan Magasid al-
syari ‘ah memberikan perspektif kritis bahwa keberhasilan perpajakan harus diukur melalui keseimbangan antara fungsi
penerimaan negara dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.6 Magqasid al-Syari‘ah sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan Fiskal Modern

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Magqasid al-syart ‘ah tidak hanya memiliki relevansi sebagai konsep normatif
dalam kajian hukum Islam, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kerangka evaluatif (analytical framework) dalam
menilai kebijakan fiskal modern, khususnya kebijakan perpajakan nasional. Pendekatan maqasid memberikan perspektif
yang lebih luas karena evaluasi kebijakan tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas, efektivitas administrasi, dan
kemampuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, distribusi
kesejahteraan, serta dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Magasid al-syari‘ah dapat
berfungsi sebagai instrumen analisis untuk melihat sejauh mana kebijakan fiskal mampu mewujudkan tujuan
kemaslahatan publik (maslahah ‘Gmmah).

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan sistem perpajakan tidak cukup hanya diukur melalui indikator fiskal seperti
peningkatan penerimaan pajak, rasio pajak, atau efisiensi administrasi perpajakan. Ukuran keberhasilan yang lebih
komprehensif perlu mempertimbangkan sejauh mana penerimaan negara mampu mendukung perlindungan terhadap lima
tujuan utama syariat (al-daririyyat al-khamsah), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-
‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Melalui perspektif ini, kebijakan fiskal dapat dievaluasi berdasarkan
kontribusinya dalam menyediakan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga stabilitas sosial,
mendukung kesejahteraan keluarga, serta menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran maqasid kontemporer yang tidak lagi membatasi
Magqasid al-syari‘ah hanya sebagai metode interpretasi hukum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dapat digunakan
untuk menganalisis berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik. Penelitian menjelaskan bahwa maqasid dapat
berfungsi sebagai paradigma kritis dalam merekonstruksi hukum dan kebijakan agar lebih berorientasi pada keadilan serta
kemanfaatan masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, perlu
dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia, bukan hanya berdasarkan kepatuhan terhadap aturan
formal. (Jasmin et al., 2025) Sejalan dengan itu, Penelitian menjelaskan bahwa reformulasi Magasid al-syart‘ah
kontemporer menempatkan maqasid sebagai sistem nilai yang bersifat humanis dan mampu menjawab kebutuhan
masyarakat modern. Dalam konteks kebijakan perpajakan, pendekatan ini memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah
sistem fiskal telah mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, artikel
ini menawarkan kontribusi konseptual berupa pemanfaatan Magasid al-syari‘ah sebagai kerangka analisis dalam
mengevaluasi kebijakan perpajakan nasional. (Ni’ami & Tutik Hamidah, 2023)
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Pendekatan tersebut memperluas kajian perpajakan yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek
administrasi, kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara menuju analisis yang mempertimbangkan dimensi moral,
sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Maqasid al-syari‘ah dapat menjadi alternatif perspektif dalam pengembangan
kebijakan fiskal Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional memiliki keterkaitan substantif dengan nilai-nilai Magdasid
al-syart‘ah dalam orientasi kebijakan fiskalnya. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi
juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial,
dan pembangunan infrastruktur. Analisis berdasarkan al-darariyyat al-khamsah menunjukkan relevansi kebijakan
perpajakan terutama dengan dimensi hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al- ‘aql. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak
pada penggunaan Magasid al-syari‘ah, khususnya konsep al-darariyyat al-khamsah, sebagai kerangka evaluatif untuk
menilai orientasi kebijakan perpajakan nasional. Pendekatan ini memperluas kajian perpajakan dari fokus pada
penerimaan dan administrasi menuju penilaian yang juga mempertimbangkan keadilan distributif, perlindungan
masyarakat, dan kemaslahatan publik. Meskipun demikian, implementasi nilai Magasid al-syari‘ah dalam sistem
perpajakan nasional masih bersifat parsial karena kebijakan fiskal lebih berorientasi pada optimalisasi penerimaan
dibanding penguatan keadilan distributif, transparansi, dan legitimasi moral. Penelitian ini juga terbatas pada pendekatan
studi kepustakaan, sehingga penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan empiris atau komparatif untuk
menguji implementasi kerangka tersebut. Secara praktis, integrasi nilai Magqasid al-syari‘ah dapat menjadi alternatif
dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
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